BAB VI

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait proses penyelesaian tindak

pidana perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam,

dapat disimpulkan bahwa:

1

Penyelesaian kasus tindak pidana perzinaan secara Adat Dinagari
Durian Kapeh Darussalam diselesaikan secara bertahap dan berjenjang,
mulai dari pelaporan, pemeriksaan di tingkat ketua pemuda dan wali
jorong, kemudian dilanjutkan ke tingkat nagari melalui wali nagari dan
niniak mamak. Puncak penyelesaian dilakukan melalui musyawarah
adat yang melibatkan unsur adat, pemerintahan nagari, dan keluarga
para pihak. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga ketertiban
masyarakat serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu
akibat perbuatan perzinaan.

Penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinaan. Sanksi adat
yang dijatunhkan meliputi sanksi sosial (pengucilan), denda adat,
pernikahan paksa bagi pelaku yang belum terikat perkawinan, serta
pengakuan kesalahan dan baarak sakampuang. Penentuan jenis sanksi
ditentukan oleh Niniak Mamak sebagai otoritas adat, yang berhak
menetapkan bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku
berdasarkan pertimbangan adat. Hal ini bertujuan sebagai pencegahan

terulangnya perbuatan serupa di tengah masyarakat.
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B. Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis
memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1 Melaksanakan peningkatan pemahaman dan sosialisasi oleh niniak
mamak tentang mekanisme penyelesaian kasus perzinaan melalui hukum
adat.

2 Merancang peraturan nagari yang berlandaskan undang nan duo puluah.

3 Niniak mamak perlu memperkuat koordinasi dengan wali nagari, wali
jorong, dan tokoh pemuda agar penegakkan hukum adat berjalan efektif,
selaras dengan pemerintahan nagari, serta tetap menjaga nilai dan
kewibawaan adat minangkabau.

4 Niniak mamak perlu memperkuat upaya preventif melalui nasihat adat
dan pengawasan terhadap kemenakan guna mencegah pelanggaran

norma kesusilaan di nagari.
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